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PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL

Jin Inderapura, Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25671
Laman: htips.//pancungsoalkec pesisirselatankab go.id) pos-el: ke pansofigmail. com

KEPUTUSAN CAMAT PANCUNG SOAL  ~
NOMOR : 900/ 0 /Kpts/CPS-PS/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENJADI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DI LINGKUNGAN
KANTOR CAMAT PANCUNG SOAL TAHUN 2025

CAMAT PANCUNG SOAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2025,

b. bahwa untuk kelancaran dan efeklivitas pelaksanaan
program/kegiatan serta anggaran pada Kantor Camat
Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menunjuk
dan menetapkan kembali Pejabat Penatausahaan
Keuangan (PPK) pada Kantor Camat Pancung Soal Tahun
Anggaran 2025,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom. Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumalera Tengah (Lembaran
Negara Nomor 25 Tahun 1956) sebagaimana telah diubah
beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1965 fentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat Il Tanjung Jabung
Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1958
Tentang Pembentukan Daerah Ctonom Kabupaten Di
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755),

2  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenlang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajgkan (Lembaran
Negara Republik Mndonesia Tahun 2021 Nomor 246
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonssia Nomor
6736
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Undang-Undang Nomeor 1 Tahun 2004 tenlang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republiik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah beberapakali, ferakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (LembBaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang WNomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 5387) sebagaimana telah
diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara -Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Repuisiw~irdonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menten Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerash Kabupaten Pesisir Selatan Nemor 9
Tahun 2008 isntang Pokok-pokok Pengelolsan keuangan
Daerah,

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tala
Ke(ja Kecamatan Kabupaten Pesisir Selaian, sebegsimsand
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telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahdn Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tala
Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan;

Peraturan Daerah Kabupatén Pesisir Selatan Nomor 8 tahun
2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomer 05
Tahun 2024 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025,

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017
tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas Pokok,
Fungsi Uraian Tugas, dan Tata Kerja Kecamatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2024
tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang nama dan jabatannya
tercantum pada lajur 1 dan 2 dalam kedudukan jabatan
sebagaimana tersebut dalam lajur 3 sebagaimana tercantum
dalam lampiran Keputusan ini. Lampiran keputusan ini
merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan ari‘ﬁzputusan
ini.

Tugas dan Kewajiban Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan laporan keuangan setiap bulannya.

2. Melakukan Verifikasi terhadap Pengajuan Anggaran
Belanja dan Verifikasi laporan pertanggung jawaban
bendahara Pengeluaran.

Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Melakukan pengentrian terhadap Perencanaan Anggaran

Menyiapkan Laporan AP setiap bulannya.

Membuat Catatan Akhir Laporan Kegiatan (CALK)

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kkepags atasan

sebagal pertanggungjawaban; dan

8 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
atasan
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KETIGA

KEEMPAT

Dalam hal penggajian atas penyedian jasa yang bersangkutan
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Peisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dalam
DPA Kantor Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan

Keputusan ini berlaku terhitung ianggal ditetapkan, dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan . Inderapura
Januari 2025
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PANCUNG SOAL

KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : BOO/ 0 /Kpts/CPS-PS/1/2025
TANGGAL Januari 2025

TENTANG : PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI -
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT PANCUNG

SOAL TAHUN 2025
NO NAMA TEMPAT / TGL. LAHIR TUGAS YANG
DIEMBAN
1 2 3
1 | ZULFAHMI YANDRA, 5.TP INDERAPURA, PEJABAT
13 SEPTEMBER 1880 PENATAUSAHAAN
KEUANGAN (PPK)




